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BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SEI.ATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NoMoR 78 rAHUN 2or7

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVIAHA ESA

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

BUPATI I,AHAT,

bahwa dalam rangka rrev.'ujudkan penyelenggaraan
pemerintahan desa yang efektif dan efisien dan sebagai
tindaklanjut dari pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2OL4 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. maka perlu mendelegasikan
wewenang Bupa.ti dalam evahrasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Llelanja Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73; Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 18211;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 lentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perulrahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OtS Nomor 56791;

4. Peraturan Pemet'intah Nomor 43 Tahun tOL4 tentang

2.



5.

Tahun 2014 N,mor 123,'rambahan Lerr.baran Negara
Republik Indonesia Nomor ssgg) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerini"n rvo* or 4T Tahun2ol5 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
Undang-undang Nornor 6 Tanun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia i.'ahun 201S
Nomor I57, Tambahan Lemba.ran Negara Republik
Indones,a Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2OL4 tentang
Dana Desa yang Bersumt-rer dari APBN, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22
Tahun 2OI5 tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun. 2O14 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari APBN;

Peraturan Menterr Dalam llegeri Nomor l l L Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Teknis Peratrrran di Desa;

Peraturan Menterr Dalam IrTegeri Nomor 113 Tahun 2or4
tentang Pengelolaan Keuang,an Desa;

Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 114 Tahun 2oL4
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 tah:un 2016 tentang Kewenangan Desa;

6.

7.

8.

MEMUTUSKA}I :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TE)NTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN BUP/.TI DALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTA,NG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal i
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksrrd dengan :1. Bupati adalah Eupatr Lahat.
2. camat adalah Kepala l(ccamatan sebag;,i perangkat

Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang benzenang untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdarsarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul dan/atauhal< tradisional yang dia-kui dan
dihormati dalam sistem pemerintah* N.gura Kesatuan
Republik Indonesia darr berada di Kabupaten Lahat,4. Pemerintahan Desa adala-h penyetenggaraan urusan
pemerintahan dan kepen:ingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia



(1)

5.

6.

(1)

(21

Peraturan Desa ad.rlah peraturan perundang-udangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah clibahas dan
disepakati bersama tsadan Permu syawaratan Desa.
Evaluasi adalah pcrrgkairan dan penilaia.n terhadap
rancangan Peraturan Desa untuk mengetrhui apakah
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Pertama
Pelaksanaan

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat;

Pa.sal 3

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang AFBDesa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa yang telah didelegasikan oleh Bupati
merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima
tugas delegasi.

Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan
tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pedoman evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan Rancangan Peratrrran Desa tentang perubahan
APBDesa tercantum dalarn larnpiran Perahrran Bupati ini.

Bagian Kedua
Penarikan

Pasal 5

Bupati dapat menarik kerrbali pendelegasian evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang ApBDesa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ApBDesa
kepada Camat.

Penarikan kembali pendelegasian evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang A.PBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada
Camat, ditetapkan dengr..n Peraturan Bupati"

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian
tglhadap pelaksanae.n pendelegasian kewenang, y*g
diberikan kepada Camat.
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(2) Dalam melakrrkan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Bupati membe:rtuk Tim pembinaan dan
Pengendalian yang ditetapl:an dengan Keputusan Bupati.

KErENrtrtR Hr*.,ru,
Pasal 7

fgratyraq Bupati ini r^rulai berlaku pa,Ja tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupetti ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupatbrr Lahat

Ditetapkan di
e-20v

Diundan

memerintahkan
penempatannya

pada
di Lahat
29 *o9 -2O?t
RIS DAERAH I(ABUFATEN LAHAT,
krberv KEuANGAIT DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN I,AHAT TAHUN 2aT7 NOMOR 32



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR V& TAHUN 2Ot7
TANGGAL 2g* ot, - s_ott
TENTANG
PI)NDELEGA.SIAN KEWENANGAN BUPATIDALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEI.AN.IA DESA DAN
RANCAI,IGAIY PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEI"ANJA DESA

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURA}I DESA TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESATENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

sebagaimana diketahui bahwa ApBDesa adalah mcrupakan landasanhukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan berupapenyelenggafaan pemerintahan, pelaksanaa' pembangunan,pembinaan kemasyarakatan dan penrberdayaan masyarakat, olehsebab itu datam penJrusun€m peiaturan D"". tentalg ApBDesaharus ada kesepakatan bersama antara Kepara Desa dan BpD.
APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desaberdasarkan asas transparan, aftuntabel, partisipatif, serta tertib dandisiplin anggaran: y-alg merupaka^ hak d"". Gu*'kerangka NxRr,maka kebijakan-kebijakan a-ari penrerintah Desa perlu ada yang
}t"Iy"- mendapat evaluasi dari Brrpati, 

"ur.n J",";il?a"unkebijakan dalam rnenetapkan peratura:r Desa tentang ApBDesa
3. Berdasarkan pasal 23 peraturan Mer.teri Datam Negeri Nomor 113

l*::,391,,0-^1"",?5 
pengeiolaan K1l"r,eun Desa. Bupati dapat

*::*:91""5:1 . l::"""ng1,1,va .dah; 
--".',-"ir""," ffi;"d;rr6q,rr

l:::,:::^,?:"i .!:ij""s apeoi"" 5.p{a camat. Dalam rangkarr6ACr
glldetesasian tersebut, maka perlu'clisusun panduan evaluasi

Peraturan Desa tentang Perubahan ApRDesa.
4. 

:T*y3l ::::=1":,_!1i upi11 tenta:rg petaksanaan evaluasi, yangmeliputi persiapan evaruasi, tata cara pelaks;;;'";;;;;' J#;
:::i rp"11,tiyl 111._'"' gT p..'v.Smpaian hasil 

""ur,r""i, ""i,trrgs":flH1,j:f"3::**ns:1 j:r". u"*. ir"r, pl*",r"ilil* t#;ff;
lt:y_"lr""i maupun _cam"t scbagai pelarcsani-;;;i";J-"J";x
JenJangnya. Dengan demikian evaluasi akan tersel,,vrrJsr6rrJq.. L,srrE.lrr ucmu<ran evaluasr akan terselenggara secaratransparan dengan peraturan perundang-undangan dan parameter

1.

2.

e'..^er/qrqrr uvrr6,.a.rr l,craLuran pgrunoang-undangan dan parameteryang diketahui dengan baik oleh kedua uJtan p*r"r..



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip
kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengeloloaan
keuangan desa dalam membialrai pernbangunan desa berdasarkan
kewenangan Desa yang mengutama.kan kepentingan umum dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perJrrdangan.

2. T\rjuan
Panduan ini memberikan acuan kepada Camat dalam rangka
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APEDesa, sehingga
tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa dari Rancangan Peraturan Desa
tentang Per'ubahan APBDesa yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan yang iebih tirrgEi dan kepentingan umum.

C. SASARAN EVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, 5'aitu :

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Deser dalam kaitannya dengan
kepatuhan penJrusunan dan penetapa:r Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Des I dalam kaitannya dngan
substansi dan materi Rancangan Peratu.ran Desa terrtang APBDesa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:
1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan

informasi terkait dokumen pendrrkung dalam penJrusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang APElDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;

2. Aspek legalitas yang meliputi identif:kasi peraturan-peraturan y€rng
melandasi penyusunan Racangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan
materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakrrtcan dalanr pelaksanaan
persiapan evaluasi, yaitu:
1) Dalam melaksanakan kewenangan melakukan evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Ranca-ngan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Camat
membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari :

a) Ketua : Camat
b) Sekretaris : Kasi Ekobang Kecarnatan
c) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UpT



2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang
memiliki kompetensi sesuai bidar^gnya dari unsur ierkait untuk
melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang
APBDesa dan Rancangan Pcraturan Desa tentang perubahan
APBDesa.

3) segala biaya yang drbutuhkarr oleh tim evaruasi dalam
melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {Ap'BD) Kabupaten, melalui
Dokumen Pelakanaan Anggaran nasing-masing kecamatan

b. Dokumen Evaluasi
1) Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan Desa tentang ApBDesa yang telah
disepakati bersama BPD; atau;

b) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan ApBDesa
yang telah disepakati bersama BpD.

2) Dokumen penunjang (alat verifika.si)
a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyetwarah RpD mengenai pembahasan dan
kesepakatan Rancangan peraturan Desa tentang
APBDesa (untuk evaluasr Rancangan perdes tentang
APBDesa); atau

- Keputusan Musya.warah BpD mengenai pembahasan dan
kesepakatan Rancangan peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa (rrntuk evaluasi Rancangan perdes
tentang Perubahan ApBDesa)

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa);

- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKp Desa) Tahun
berkenaan;

- Peraturan Desa tenarrg Daftar Kewenangan
berdasarkanKewenang€.n Hak Asal usul dan Lotcat
Bersekala Desa; dan

- Dokumen yang relevan (misal, percles tentang
pembentukan dana cadargan, perdes tenta.ng pendirian
BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal
BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluas:
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kerrangan Desa;
Peraturan Bupati tenta.ng Fembangunan Desa;
Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa
berdasarkan Hak AsaI Usul cran Lokal Berskala Desa;
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di
Desa;
Peraturan Bupati tentang Dana Desa;
Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa_;
Peraturan Bupatl tenteng Bagr Hasil pajak dan Retribusi
Daerah; dan
Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang
didalamnya mengatur Standar Harga di besa
(memperhitungkan tingkat kemahalan dan kondisi
^-^*^{?^ I lJ^-^^ n^-r-:-^^- a!-,^ r:,-: ,rrF^\



2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2(dua) tahapan,
yaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan

legalitas.
1) Evaluasi administrasi dan legalitas, meneliti beberapa hal

sebagai berikut:
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen

evaluasi;
b) Kepatuhan atas penyajian inlbrmasi dalarn ranc€rng€rn

peraturan yang akan dievaluasi;
c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam

rancangan peraturan y€u1.9 akan dievaluasi; dan
d) Kesesuaian ra.ncanga.n peraturan yang akan dievaluasi

dengan teknis penJrusun peraturan Desa;
2l Langkah-langkah evaluasi :

a) Langkah 1

b) Langkah 2

c) Langkah 3

d) Langkah 4

e) Langkah 5

pengumpulan doktrmen evalurasi ;

pcncatatan norf,or, tanggal dan kelengkapan
lampiran semua dekumen;
peneHtian dan Penganalisian oorrror, tanggal
dan kelengkapan lampiran semlra dokumen;
pembanclingan tanggal penyampaian semua
dokumen derigan ketentuan yang berlaku
tentang batas waktu penyampaian dokumen
Kesinrpulan secara narasi tentang hasil
langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaar* kelengkapan clokumen tidak
terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta
bSPele lerye{qtgb De_s_e gIItgB qelegg!4ginya, Waktu
pelaksanaan evaluasi dihiturrg kembali setelah dokumen
diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur: APBDesa/Pentbahan APBDesa.
Langkah-langkah evalurasi tertuang dalam lembar kerja
terlampir.

3. Hasil Evaluasi
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi men5nrsun laporan hasil evaluasi
yang dituangkan dalam Keputusan Car:rat.
Laporan hasil evahrasi dimaksudkan rrntuk menyampaikan temuan
analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai
umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan
penyempurnaan atau persetujuan tei hadap Rancangan Peraturan
Desa dimaksud. Laporan Hasil Evaluasi [,HE) tersebut secara garis
besar menyajikan informasi mengenai :

a. evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
b. evaluasi atas substansi APBDesa atzru Perubahan APBDesa.

Camat bertanggung jawab tel'hadap hasrl evaluasi dimaksud. Camat
akan bertanggung jawab apabila terdapat implikasi hukt'-m dan/atau
lzalamolron r{olo- imnlamanfaci ADElf'laca olzihof nrncao atrolrroai



Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
atau Rancangan Peraturan Desa tentang
didistribusikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan
Desa dan Inspektorat Kabupaten Lahat,

Desa tentang APBDesa
Perubahan APBDesa

Mesyarakat dan

ASWA;II RIVAT



ANAK LAMPIRAN PERATUMN BUPATI

NOMOR TAHUN 2017

TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

KECAMATAN
Jln.. o........... o..... o o... r o.. r...... . r. Kode Pos.. r.......

KEPUTUSAN CAMAT.........
NOMOR ......./KEP I ....... | 20..,.

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERA URAN DESA. ... ... . .TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .......

CAMAT

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana.an Pasal 69 Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1O1 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OI4 tenrang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angg:rran ......, perlu di
evaluasi agar tidak bertentarrgan dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih titggt;

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa...---.tentang
Anggaran Pendapatan Can Belanja Desa Tahun

Mengingat

Anggaran........;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapra-ja Dalam
Propinsi Sumatera Selatan (kmbaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor l82ll;

2. Undang-Undang Nomur 06 Tahun 2OI4 ientang Desa
(Lembaran Negara RI Ta-h.un 2OI4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara R[ Nomor 5a95);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah flembaian Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Irlomor 55871 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2OLS tentang Pe."ubahan Kedua Atas tJndang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republi'< Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Reptrblik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5679\;

Pemerintah Ncmor 43 Tahrrn nI4 tentang
n-1-1--. TT-^-t.--^- TT--J^^ 

- 
I\T^6A- A. 4a^I^-.-

5. Peraturan'



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

dengan Peraturan Pemerinta.h Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
20 | 4 tentang Peraturar: Pelaksanaan Undang-tr.ndang Nomor
6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL5 Nomor L57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 te;rtang Dana Desa

yang Bersumber dari APBN, setagaimana telafu diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana
Desa yang Bersumber darj APBN;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Bupati Nomor......Tahun.....tentang Pendelegasian
Kewenangan Bupa.ti Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Relanja Desa dan
Peraturan Desa tentang Perubahal Anggaran Pendapatan
Belanja Desa Kepada Camat;

MEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.......... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belania Desa Tahun Anggaran .....,
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kepala Desa.......bersama BPD harus melakukan
penyempurnaan dan penyr:suaian terhadap Rancangan
Peraturan Desa....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran berdasarkan hasil evaluasi tersebut
diatas paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
Keputusan ini.

Dalam hal Kepala Desa......bersama BPD tidak menindaklanjuti
hasil evaluasi dan tetap merletar.pkan Rancangan Peraturan
Desa.......tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan
usulan pembatalan Peraturan I)esa kepada Brrpati, sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBDesa T:'.hun Anggaran
sebelumnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di. r,.. o. o.,.. o.....
pada tanggalr,.... r...... o......

Tembusan

CAMAT



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN CAMAT
: ...,. .../ KF.Pl.... ..f20..,.
a

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.........TEN1}'NG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DES.IT TAHUN ANGGARAN .........

I. GAMBARAN UMUM

A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Kesepakatan bersama xrtata BPD dan Kepala Desa terkait Raperdes

tentang APBDesa

2. Penyampaian Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati

bersama

B. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa.... tentang APBDesa Tahun

Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa

Surplus l(Defisit)
3. PembiaYaan Desa :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Selisih PembiaYaan

[I. KEBIJAKAN UMUM

Rp....

Rp,

Rp....

A. untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa age-r lebih terarah,

sinergis dan terpadu dengan kebijakan pembangunan regional dan

nasional sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

B. Teknis penjrusunan Rancangan Peraturan Desa.....' tentang

APBDesa Tahun Anggaran """'
III. PENDAPATAN DESA

IV. BELANJA DESA

V. PEMBIAYAAN DESA

VI. LAIN-LAIN

VII.Perubahan Lain yang Bersifat Redaksional

Rp.o..{.... r..''o'''t "".." t""""'

Rp.. .. . o t .. .. ' " t ! ' ' ' " o ! ' o t " " ' . " ' " ' !

aa.alaoaataaa a 

"t"lo"t ""ttttt""

CAMAT........ r....... r.....,.....,
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